Menimbang :

Mengingat

——

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPAT! MIMIKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayali
pelaksanan pembangunan di daerah;

bahwa tarif retribusi izin trayek sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 29 Tahun 2010
tentang Retribusi lzin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan perkembangan sehingga periu dilakukan
penyesuaian,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, mengamanatkan perubahan penetapan tarif
retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tarif Retribusi Izin Trayek.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Barat, Popinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);



11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 29 Tahun 2010
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika tahun 2010 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TARIF

RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mimika yang dimaksud dengan :

G b

10.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.
Bupati adalah Bupati Mimika.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mimika.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika (Dinas
teknisnya).

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19:

20.

21,

22.

23.

249

Angkutan penumpang umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus atau mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan
tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan,
permukiman, dan simpul yang berbeda.

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang diberi tanda khusus yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasiterbatas.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 26 dengan
ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9meter.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 25 dengan
ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9meter,

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 15 dengan
ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan 4 — 6,5 meter.

lzin Insedentil adalah pemberian izin terhadap angkutan penumpang umum
yang melintasi di luar dari trayeknya.

Retribusi 1zin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran
atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu, tidak dalam trayek atau menyimpang dari trayek yang telah dimniliki.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



75 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPDORD, adalah surat yang digunakann oleh wajib retribusi untuk melaporkan
objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan  dan
pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan

Retribusi Daerah.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi

yang terutang.

Pasal 2

Besaran tarif retribusi trayek yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Trayek di

ubah sebagai berikut :

[NO.[ OBYEK RETRIBUSI PENUMPANG TARIF (RP)
|1 2 3 4
1. | ljin Trayek : 7 s/d 8 orang 300.000 x 1,47 = 441.000/h

- Mobil Penumpang
- Mobil Bus

2. | Insidentil

Taxi

3. |ljin Operasi Kendaraan

9 s/d 15 orang
16 s/d 25 orang
Lebih dari 26 orang

1 s/d 8 orang

9 s/d 15 orang

16 s/d 25 orang
Lebih dari 26 arang

1 s/d 7 orang

400.000 x 1,47 = 588.000/th
500.000 x 1,47 = 735.000/th
750.000 x 1,47 = 1.102.500/th

25.000 x 1,47 = 36.750
25.000 x 1,47 = 36.750
25.000 x 1,47 = 36.750
350.000 x 1,47 = 514.500/th

1.000.000/tahun

BAB Il

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Struktur dan Besaran Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Trayek
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR, 28

isesuai dengan aslinya
B\ BAGIAN HUKUM

Fad Comigp. 2



